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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan
obyek penelitian ialah Sidang Keliling, dengan judul “Analisis Hukum Acara
Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perkara Perceraian pada Sidang
Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk . Skripsi ini ditulis untuk menjawab
pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana
Prosedur Persidangan Perkara Perceraian pada Sidang Keliling di Pengadilan
Agama Nganjuk? dan bagaimana analisis hukum acara peradilan agama terhadap
Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan
Agama Nganjuk.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif
dalam menjabarkan data tentang Prosedur sidang perceraian pada sidang keliling
di Pengadilan Agama Nganjuk. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari
perspektif Hukum Acara Peradilan Agama dengan teknik kualitatif dalam pola
pikir induktif, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan
memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi
data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan yang kemudian
dikaitkan pada teori-teori umum yaitu dari segi Hukum Acara.

Prosedur Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk di
dasari karena jumlah perkara pada tahun sebelumnya sangat banyak, akan tetapi
dari segi akses transportasinya ke Pengadilan Agama Nganjuk sangat susah
dijangkau. Waktu pelaksanaan sidang keliling hanya 1 bulan sesuai dengan Surat
Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dimulai dari pembacaan surat
gugatan atau permohonan hingga pada musyawarah Majelis Hakim dan
pembacaan putusan. Hanya saja dalam prosedur pemeriksaannya berawal dari
pemilahan perkara yang wajar pada kantor Pengadilan Agama Nganjuk, dalam
artian yang prosedurnya bisa diselesaikan pada saat sidang keliling berlangsung
tanpa harus ada lintas PA. Mengingat anggaran yang diberikan oleh DIPA sangat
terbatas. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama
Nganjuk di Balai Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom dan balai desa
Kuncir Kecamatan Ngetos, sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni
hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (/itigasi reguler). Yang
berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama
Nganjuk, yakni di Kantor Balai Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom dan
Balai Desa Kuncir Kecamatan Ngetos.

Dan diharapkan agar pihak Pengadilan Agama Nganjuk beserta Kepala
Lurah agar mengadakan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat
terlebih dahulu bahwa akan diadakan sidang keliling pada wilayah tersebut.
Mengingat, terkadang perkara dalam satu hari tidak banyak di periksa pada
sidang keliling karena kurang taunya masyarakat bahwa akan diadakan sidang
keliling pada wilayah tersebut.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan upaya terakhir.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya lembaga perkawinan
merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia.! Peradilan merupakan
lembaga pemerintahan yang menangani dalam bidang hukum. Salah satu
tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan
keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan
Agama sebagai salah satu badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.? Untuk
Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda,
Godstientige rechtspaak. Godstientige berarti ibadah atau agama,
sedangkan rechtspaak berarti peradilan, yaitu upaya untuk mencari keadilan
atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan
dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.?

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan

dalam perkara-perkara dalam bidang-bidang tersebut bagi mereka yang

' A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11.
2 Sulaikhan Lubis, et.al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media, 2005), 1.
3 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di
Indonesia, (Surabaya: PT. Bina [lmu, 1980), 15.
1



beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk contensius* maupun
voluntair> Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak
yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan
kepada Pengadilan Agama yang berwenang.®

Mengenai lokasi pengadilan, menurut pasal 4 Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota™.

Dari laporan yang diterima bahwa perkara yang banyak terjadi di
Pengadilan Agama adalah perceraian. Pada 1950-an, angka perceraian di
Indonesia paling tinggi di dunia. Namun, jumlahnya menurun pada 1970-an.
Data itu dari sekilas sejarah perceraian yang disusun oleh Mark Cammack,
guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angels, America Serikat,
seperti yang diungkapkan, Mariana Aminuddin, Pemimpin Redaksi Jurnal
Perempuan Indonesia pada Kamis pagi, 11 April 2013.7

Anwar Saadi® membenarkan soal adanya peningkatan angka perceraian
di Indonesia dari tahun ke tahun. Kenaikan angka perceraian mencapai 16-20
persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 hingga 2016. Hanya

pada tahun 2011, angka perceraian sempat turun, yaitu sebanyak 158.119

4 Dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang
mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat.

5 Perkawa Voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat
sengketa, sehingga tidak ada lawan.

® A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 5.

"Hadriani P, “Aktivis Perempuan: Angka Perceraian Kian Fantastis”, dalam

https://gaya.tempo.co/read/472661/aktivis-perempuan-angka-perceraian-kian-fantastis,
diakses pada 27 September 2017.

8 Anwar Saadi adalah Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama.


https://gaya.tempo.co/read/472661/aktivis-perempuan-angka-perceraian-kian-fantastis

dari 285.184 sidang talak tahun sebelumnya. Angka perceraian tertinggi
terjadi pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, angka perceraian mencapai
372.557. Dengan kata lain, terjadi 40 perceraian setiap jamnya di Tanah
Air.?

Pengadilan Agama Nganjuk sendiri memutus 2399 perkara yang diputus
pada akhir tahun 2016 dengan 2443 penerimaan perkara yang jumlah
terbesarnya akibat perceraian sebanyak 2087 perkara. Dengan faktor
penyebabnya didominasi oleh faktor ekonomi.!? Jika dipersantekan 83,27%
perkara yang bisa diputus dari penerimaan perkara dan sekitar 16,73%
perkara yang tersisa sebanyak 482 pada Pengadilan Agama Nganjuk.

Data statistik tersebut diambil dari sekian Pengadilan Agama yang
mengakses datanya pertahun. Belum lagi perceraian yang terjadi tanpa
diketahui oleh negara yaitu perceraian yang dilakukan tanpa diketahui dan
diputus oleh Pengadilan Agama.

Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D 91
menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian
dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan

dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Purnama Dewi, “Tingkat Perceraian di Indonesia termasuk yang tertinggi’, dalam
http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-

di-dunia/, diakses pada 27 September 2017.

19 pengadilan Agama Nganjuk, Laporan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2016, (Nganjuk: t.p.,
2016), 81.


http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/
http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/

Dalam hal ini terealisasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 mengenai pedoman pemberian
bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang merupakan
perwujudan nyata dari Mahkamah Agung bagi masyarakat, salah satunya
dengan mengadakan sidang keliling!' yang kemudian disempurnakan dengan
adanya Surat Keputusam Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang
standar pelayanan peradilan yaitu suatu kebijakan atau proses untuk
terselanggaranya sidang keliling.'?

Sidang keliling adalah sidang pengadilan agama yang dilaksanakan
diluar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang
mengalamai hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan
jarak, transportasi dan biaya. Semua orang dapat mengajukan perkaranya
untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan
setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang
keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.!*> Dalam hal
ini, undang-undang masih tidak menjelaskan kriteria yang dapat
melaksanakan sidang keliling, hanya pengecualian terhadap ibukota propinsi.

Dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut secara khusus tidak diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Persoalan yang kemudian muncul
adalah bagaimana penerapan Prosedur dan pelaksanaan sidang keliling yang

dilakukan oleh Pengadilan Agama yang mengadakan. Mengingat, hukum

' SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum.
12 SK KMA No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayaan Peradilan dalam Sidang Keliling.
13 Ibid.



acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Pengadilan
Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. Hukum Acara
Peradilan Agama adalah cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan
Agama dan bagaimana cara hakim agar hukum itu berjalan sebagaimana
mestinya.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk
karena Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal sehari-harinya bisa mengadili
perkara lebih dari 45, bahkan pernah hingga 100 lebih. Padahal, untuk saat
ini pengadilan tersebut sangatlah kekurangan sumber daya manusia baik dari
segi hakim maupun pegawai pengadilan dibandingkan dengan pengadilan
lain. Dan dalam hal ini masih meluangkan waktu untuk mengadakan sidang
keliling.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan
sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk
mengingat dalam hal aturan teknis beracara sidang keliling tidak diatur
dalam SK KMA No.26 Tahun 2012 ataupun SEMA No 10 tahun 2010.
Apakah dalam pelaksanaanya telah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, yang mengalami hambatan di bidang
tranportasi dan awam di bidang hukum. Dan dalam hal ini tentunya, ada
keputusan oleh pihak Pengadilan Agama itu sendiri dalam keadaan
kurangnya sumber daya manusia untuk memutuskan perkara yang radius nya

sangat jauh dari Pengadilan Agama. Maka skripsi ini berjudul “Analisis



Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Prosedur Persidangan Perkara

Perceraian pada Sidang Keliling di PA Nganjuk”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas,
maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat yang menggunakan Pengadilan Agama dalam
menangani urusan perceraian, apakah masih ada masyarakat miskin yang
tidak dapat/tidak bersedia mengakses layanan Pengadilan Agama dalam
urusan perceraian, dan jika ada untuk mencari tahu apa penyebabnya.

2. Peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Apakah ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak
mengganggu kualitas putusan. Mengingat, waktu pelaksanaan sidang
keliling hanya 1 bulan tiap daerah. Hal ini dikhwatirkan kurang efektif
dalam persiapan bagi pihak pengadilan.

3. Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di
Pengadilan Agama Nganjuk. Karena pada umumnya persidangan yang
dilaksanakan di Kantor Pengadilan sebanyak 8 kali sidang, sedangkan
pada sidang keliling biasanya terjadi hanya 2 kali sidang. Hal ini
dikhawatirkan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga
menyebabkan cacat hukum formiil yang berakibat dapat dibatalkannya

putusan.



4. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Prosedur persidangan

perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.
Dalam hal ini apakah ketentuan persidangan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku pada umumnya.
Mengingat waktu yang diberikan pada suatu wilayah hanya dalam kurun
waktu 1 bulan.

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu

melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk

mendapatkan satu kesimpulan yang kongkrit, maka penulis rasa perlu adanya

batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mengidentifikasi masalah:

1.

Prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di
Pengadilan Agama Nganjuk. Karena pada umumnya persidangan yang
dilaksanakan di Kantor Pengadilan sebanyak 8 kali sidang, sedangkan
pada sidang keliling biasanya terjadi hanya 2 kali sidang. Hal ini
dikhawatirkan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga
menyebabkan cacat hukum formiil yang berakibat dapat dibatalkannya
putusan.

Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Prosedur persidangan
perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.
Dalam hal ini apakah ketentuan persidangan yang dilaksanakan telah

sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku pada umumnya.



Mengingat waktu yang diberikan pada suatu wilayah hanya dalam kurun

waktu 1 bulan.

C. Rumusan Masalah
Dari pemaparan batasan masalah yang dicakup dari idetifikasi masalah,
memuat beberapa rumusan:
1. Bagaimana prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling
di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap prosedur
persidangan perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama

Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Penelitian Penulis tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang
keliling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk secara
khusus belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian
tentang sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama pernah
dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

Adapun skripsi yang membahas sidang keliling yaitu skripsi yang di
tulis oleh Sofiani Hartati dengan judul “Analisis Yuridis terhadap
Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian ini mengkaji terhadap pelaksanaan

sidang keliling yang merupakan salah satu program pelayanan peradilan.



Penelitian ini ditekankan pada perkara itsbat nikah serta alasan hakim dalam
menetapkan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah.'4

Skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian
(Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini meneliti
tentang tujuan sidang keliling ditinjau dari maqgasid Syari’ah dan dampaknya
terhadap angka perceraian di PA Cilacap.!> Hasil penelitian menjelaskan
bahwa sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari’atkannya
hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara
keturunan, memlihara akal dan memlihara agama.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tulis tersebut, maka
penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti
sebelumnya. Selain waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian
ini lebih mengkaji terhadap pelaksanaan sidang keliling yang merupakan
salah satu program peradilan, yang akan ditekankan pada penerapan hukum
acara dalam pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan
Agama Nganjuk. Apakah pelaksanaanya sudah sesuai dengan peraturan

hukum acara yang berlaku, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan

4 Sofiani Hartati, “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2014).

15 Surya Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap
Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, Skripsi tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).
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manfaatnya bagi masyrakat yang wilayah tempatnya dijadikan sidang

keliling tersebut.

E. Tujuan penelitian
Setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai dasar atas maksud dan tujuan
pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu,
maka peneliti merumuskan tujuan dari penulisan skripsi sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang
keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Prosedur persidangan

perkara perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan mempunyai nilai guna dan dapat bermanfaat,

sekurang-kurangnya dua hal di bawah ini:

1. Secara teoritis

a. Untuk memperkaya pengetahuan yang berakaitan dengan hukum
acara dalam peradilan, bahwa segala teori mampu di kerucutkan
dalam artian lain, tetap pada undang-undang yang tertera hanya saja
lebih di persingkat dan tidak mengurangi eksitensi Pengadilan Agama
itu sendiri bagi para pembaca, khusunya bagi mahasiswa prodi Hukum
Keluarga. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai

sidang keliling itu sendiri agar memberikan perlindungan terhadap



11

perceraian yang terjadi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian
hari karena tidak dicaatatkan suatu perceraian secara sah oleh negara.

b. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi
peneliti selanjutnya dalam hal sidang keliling.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pandangan yang berinilai positif bagi pemikiran masyarakat, yang masih
beranggapan bahwa mengurus suatu perceraian di Peradilan harus
berbelit-belit dan memakan biaya banyak. Dan bisa dikatakan sidang
keliling merupakan hal baru yang masih jarang diketahui orang dan dapat
dijadikan sebagai kajian pertimbangan pembahasan selanjutnya yang

berhubungan dengan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional
Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu
dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud
dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama adalah menganalisa dari segi
rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana orang harus
bertindak di muka pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU
Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang perkawinan

dan pelaksanaannya.
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2. Proses persidangan adalah tata cara dan tahapan proses persidangan mulai
dari upaya perdamaian (mediasi), pembacaan surat gugatan atau
permohonan, jawaban tergugat atau termohon, replik penggugat atau
penggugat, duplik tergugat atau termohon, pembuktian, kesimpulan para
pihak, hingga pada musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

3. Perceraian adalah prodak hukum Pengadilan Agama, yang dalam hal ini
adalah terbatas pada perkara cerai gugat dan cerai talak.

4. Sidang keliling adalah persidangan yang dilaksanakan oleh Tim Majelis
Hakim Pengadilan Agama tertentu yang dilaksanakan di area
representatif, seperti Kantor KUA, balai desa, dan area pendidikan yang
masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan.
Dalam hal ini penulis merujuk kepada wilayah Pengadilan Agama

Nganjuk.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat
memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan
dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode
penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain
penelitian yang digunakan. !
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research).

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari

16 Wirana Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 05.
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lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun
dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode
penelitian skripsi sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data tentang prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang
keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.
b. Data tentang Analisis Yuridis Hukum Acara Peradilan Agama
terhadap prosedur persidangan perkara perceraian pada sidang keliling

di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dimana data akan digali oleh penulis baik
secara primer atau sekunder.
a. Sumber primer
Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung
di lapangan atau sumbernya pertamanya. Adapun sumber primer
dalam penelitian ini adalah:
1) Orang
- Responden, yaitu pihak yang bertugas pada pelaksanaan sidang
keliling. Dalam hal ini adalah hakim, panitera dan juru sita

pada pelaksanaan sidang keliling.
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- Informan, yaitu Kepala Desa Warujayeng, dikarenakan balai
desa Warujayeng yang ditempati.
2) Dokumentasi
Dalam hal ini penulis akan menyajikan salah satu bentuk putusan
dari sidang keliling pada Pengadilan Agama Nganjuk.
b. Sumber Sekunder
Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan
mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian
lainnya.!” Adapun dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari
putusan sidang keliling, peraturan perundang-undangan yang
mendukung serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan
dalam skripsi ini, antara lain:
1) Buku “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama’, Karya Abdul Manan.
2) Buku “Peradilan Agama di Indonesia’, Karya Cik Hasan Bisri.
3) Buku “Hukum Acara Peradilan Agama’, Karya Roihan A. Rasyid.
4) Buku “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah

Syari’ah’, Karya Mardani.

3. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Wawancara

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), 115.
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Teknik wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam
menggali data primer yang diperoleh dari responden yaitu hakim,
panitera dan petugas lain dari Pengadilan Agama Nganjuk mengenai
informasi-informasi yang terkait dengan suatu kenyataan yang terjadi
di masyrakat terkait pelaksanaan sidang keliling. Dalam hal ini
Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan

responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

. Teknik Dokumenter

Dalam teknik pengumpulan data atau untuk menemukan data
dari sumber sekunder, digunakan teknik dokumenter, yaitu dengan
mencari beberapa perihal berupa catatan, buku, kitab, jurnal ilmiah
ataupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian yaitu pelaksanaan sidang keliling dan hukum acara yang
diberlakukan dalam sidang keliling itu sendiri maupun sidang pada
umumnya.

Setelah data dapat terhimpun, kemudian dipilih, diklarifikasi, dan
diinventarisasi dalam pemikiran yang sesuai dengan norma atau

kaidah yang telah ditetapkan untuk disimpulkan dengan konklusi
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induktif dan deduktif.'® Dengan demikian, pokok pikiran yang
terkandung dalam data utama akan mudah diidentifikasi dan
dikategorisasi secara sistematik ke dalam satu kesimpulan yang jelas
terarah, dan mudah untuk dianalisis serta diinterpretasi.

Adapun dalam hal ini penulis menelusuri putusan, buku, jurnal,
dan artikel lainnya yang berkesinambungan (koheren) dengan objek
pembahasan yang diteliti yaitu pelaksanaan sidang keliling dan
hukum acara yang diberlakukan dalam sidang keliling itu sendiri
maupun sidang pada umumnya.

Dalam hal ini juga penulis tidak lupa untuk memberikan footnote
dalam pengutipan tersebut sebagai memberikan penghargaan kepada
pengarang yang penulis kutip, dan untuk memudahkan pembaca

menemukan sumber yang dikutip.

4. Tekinik Analisis Data
Dalam menganalisis skripsi ini, Penulis menggunakan teknik
deskriptif analisis yaitu menguraikan secara sistematis. Dalam hal ini
penulis memaparkan tentang praktek pelaksanaan sidang keliling di
wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk dilihat dari segi Hukum
Acara. Dan dalam hal ini penulis berfikir induktif, yaitu data-data yang
diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok

serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-

18 Kesimpulan induktif adalah usaha atau proses pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta
individual. Jika pengambilan kesimpulan dengan jalan sebaliknya maka disebut dengan
deduktif.
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benar terkait dengan pokok bahasan yang kemudian dikaitkan pada teori-

teori umum yaitu dari segi Hukum Acara Peradilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka
peneliti menguraikannya dalam lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab,
masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan
rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan materi yang tersaji dimaksudakan memberikan
suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang
masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari
rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan untuk
menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.
Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan
untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukan kerangka teori
sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kerangka teori
diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu
permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini

membahas tentang proses persidangan perceraian menurut Hukum Acara
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Peradilan Agama di Indonesia, dimulai dari: definisi perceraian, persyaratan
perceraian di Pengadilan Agama

Bab ketiga, pembahasan di bab ini berisi tentang diskripsi sidang
keliling Pengadilan Agama Nganjuk, yang berisi sub bab kewenangan
Pengadilan Agama Nganjuk, dengan sub-sub bab kewenangan relatif,
kewenangan absolut, kemudian sub bab pelaksanaan sidang keliling di
Pengadilan Agama Nganjuk dengan sub-sub bab latar belakang pelaksanaan
sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk, mekanisme penerimaan perkara
pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk, mekanisme pemeriksaan
perkara persidangan perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama
Nganjuk, dan terakhir penulis menyajikan laporan putusan-putusan sidang
keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab keempat merupakan analisis Hukum Acara Peradilan Agama pada
data yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya yaitu terhadap proses
persidangan perceraian pada sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keselurugan isi
pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas

dalam keseluruhan penelitian dan saran.



BABII
PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Perceraian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menurut Hukum
Islam perkawinan merupakan institusi dasarnya.'” Pada dasarnya, suatu
keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah baik menurut agama
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuaan untuk memnuhi tujuan
hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun
yang telah ditentukan oleh syariat Islam.?°

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan utuk selama hidup dan
kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang

bersangkutan.?!

UU No. 1 Tahun 1974 pun telah menjelaskan tujuan
perkawinan adalah menghendaki kehidupam rumah tangga yang bahagia,

kekal dan sejahtera. Akan tetapi dalam suatu perkawinan bisa mengakibatkan

konflik berakhir dengan damai, namun tidak jarang juga berakhir dengan

19 Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan

Maysarakat, (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

20 M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan

Dan Kematian, (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

2! Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bumo Aksara, 2004), 98.
19



20

perceraian. Meskipun pernikahan pada dasarnya diikat dengan cinta dan kasih
sayang, namun konflik yang berkelanjutan akan mengarah pada perceraian.?>

Putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak
keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah ‘perceraian’
yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban
sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang
berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang
menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara
perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling
menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah
tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi saling sngketa atau
pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan
perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami
dan istri, perpecahan, menceraikan.?®> Perceraian menurut ahli fikih disebut
thalak atau firqoh. Talak diambil dari kata ithlag, artinya melepaskan atau
meninggalkan. Sedangkan dalam istilah sayara’, talak adalah melepaskan
ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan.?* Menurut Subekti,
perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau

karenan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.?’

22 Muhammad Muhyiddin, Perceraian yang Indah, (Yogyakarta: Arrus Media, 2005), 6.

23 WIS Poerwarminta, Kamus Besar Bahasa Indoneia, 200.

24 Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
23 R. Subekti, Pokok-Pokok Perara Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1994), 42.
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Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian ini
bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk
mengikatkan diri secara lahir dan batin (vide Pasal Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974).26 Namun demikian, karena perceraian ini secara khusus telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum
Islam Indonesia, sedangkan orang selain Islam diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
sesuai dengan asas lex specialis drogat leg generalis, ketentuan yang khusus
itulah yang harus diberlakukan.

Selama ini, istilah yang dipergunakan dalam praktek peradilan ialah
permohonan “talak” dan “gugat”. Ternyata UU No.7 Tahun 1989 telah
mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang digunakan menurut Bab IV,
Bagian Kedua, Paragraf 2 dan 3. Untuk permohonan talak disebut “cerai
talak”. Sedang untuk gugat cerai istilahnya dibalik menjadi “cerai gugat”.
Perubahan istilah ini ada benarnya. Dengan istilah baru ini dipertegas untuk
pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan
Hukum Islam. Bentuk pertama berupa perceraian dalam bentuk talak yang
datang dari pihak suami. Sedangkan pada bentuk kedua yaitu cerai gugat yang
merupakan pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak
istri. Memang hasil akhirnya sama-sama perceraian, tapii prosedur dan proses

menurut hukum islam berbeda.

26 Sophar Maru Hutagulung, Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 53.
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Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum
positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk
mermutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu
kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan
yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum
putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut pasal 38 UU No.l Tahun 1974 adalah ‘putusnya
perkawinan’. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami
dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)
antara suami dan istri tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya
memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini
berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih
lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan
hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat

hukum putusnya perkawinan itu tetap daoat bermuara pada cerai talak dan
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cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraiannya yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.%7
1. Cerai Talak
Cerai secara bahasa talak adalah pelepasan ikatan yang kokoh.?®
Pengertian talak menurut istilah dari definisi oleh ahli hukum sangat
beragam akan tetapi maksudanya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai
lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.?’
Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata
talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, secara karena
antara suami dan istri sudah lepas huungannya atau masing-masing sudah
bebas. Dalam mengemukakann arti talak secara terminologis, ulama
mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensnya sama, yakni
melepaskan hubungan pernikahan dengan enggunakan lafaz talak dan
sejenisnya. Dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada
suami (laki-laki) dalam pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih
mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada
istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini
dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir

daripada jika hak talak diberikan kepada istri.*°

27 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 116.

28 As-Sa’any, Subulussalam diterjemahkan Abu Baker, Jilid I11, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 609.

2 H.S.A. Hamdani, Risalat Al-Nikah, 203.

39 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif’ Fikih dan Hukum Positif),
(Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-106.
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Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.%'

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, apabila ditolak permohon dapat menggunakan upaya hukum
banding dan kasasi.>?

Cerai talak ialah perceraian yang berangkat dari inisiatif suami
melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan
agar pengadilan mengadakan persidangan guna mengizinkan suami
mengucapkan ikrar talak. Perkara cerai talak bersifat dua pihak dimana
suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan
guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hak suami dalam menjatuhkan
talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya

suami menjatuhkan talak kepada istri, bergantung kepada penilaian dan

31 Amiur Nurudiin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 20006),
200.

32 Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2007, 208.
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pertimbangan majelis hakim setelah mendengarkan pendapat dari
bantahan istri.3

Walaupun Undang-Undang menentukan sifat perkara cerai talak
berupa ‘permohonan’ yang identik dengan gugat volunteer yang murni
pada umumnya. Gugat volunteer yang murni adalah sepihak, hanya
pemohn saja. Pihak lain yang disebut hanya sebagai obyek, tidak berdiri
sebagai subyek. Oleh karena itu, perkara cerai talak pada dasarnya tidak
berbeda dengan gugat contentiosa pada umumnya atau gugat sengketa.
Istri sebagai termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan
subyek perdata. Istri memiliki hak penuh untuk membela kepentingannya
dalam proses persidangan yang bersifat contradictoir, istri berhak
mengajukan duplik, alat-alat bukti dan bahkan mengajukan upaya
banding.3*

2. Cerai Gugat
Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap

suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas
dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan Pengadilan.
Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No.
9 Tahun 1975 pasal 20 sampa pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

33 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.
7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 216.
34 Ibid.
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Dalam cerai gugat ini yang bertindak dan berkedudukan sebagai
penggugat adalah istri, sedangkan suami ditempatkan sebagai pihak
tergugat. Dengan demikian suami istri masing-masing telah memiliki cara
tersendiri dalam menemph upaya hukum untuk menuntut perceraian.

Suami melalui cerai talak, sementara istri melalui cerai gugat.

B. Persyaratan Perceraian di Pengadilan Agama

Di dalam gugatan perceraian, harus diperhatikan pula atas hak bagi
penggugat di dalam mengajukan guagatan, yaitu terjainya perkawinan yang
sah dibuktikan dengn akta perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seringkali
dalam praktik yang terjadi dalam masayarakat adalah perkawinan diam-diam
(siri) yang tidak pernah didaftarkan, sehingga tidak ada bukti autentik tentang
terjadinya perkawinan yang sah. Dalam hal terjadinya yang demikian itu,
dengan sendirinya, tidak mungkin dapat dilakukan gugatan perceraian. Dalam
praktik, kendala tersebut dapat disiasati dengan minta penetapan pengesahan
perkawinan terlebih dahulu kepada pengadilan, yang menurut Istilah Hukum
Islam disebut dengan “itsbat” (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12
Maret 1999, Nomor 217K/AG/1998).

Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya
Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang
Rujuk dan Bab XIV Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas

aturan yang diterapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Pernikahan. Serta
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akibatnya, dan Bab IV tentang Batalkannya pernikahan UU No.1 tahun 1974
tentang Pernikahan dan Bab V tentang Tata Cara Perceraiain, Bab VI Tentang
Pembatalan Pernikahan PP No. 9 Tahun 1975.%

Pada pasal 39 Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang kemudian dalam
penjelasan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan secara garis besar
tentang tata cara perceraian, diantaranya:

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami istri itu tidak
akan hidup rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.

Peraturan perundangan percreaian secara sah ketika perceraian itu
dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu perceraian yang di
lakukan di luar Pengadilan dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat hukum
yang terjadi setelah itu tidak dilindungi dan tidak dijamin oleh negara, karena
persitiwa perceraian yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum tetap
(inkrah).

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam pasal 115 KHI bahwasanya:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

35 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 46.
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Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menamaikan kedua
belah pihak.

Kedua pasal tersebut memiliki ketentutan yang sama bagi siapa saja, baik
dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka
perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Khusus
bagi yang beragama Islam, perceraian dpat dianggap sah apabila perceraian
tersebut dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup
alasan,bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami
istri.

Penjelasan mengenai tata cara perceraian yang sesuai dalam pasal 39
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tertulis lengkap dalam PP No. 9 Tahun
1975 dalam Bab V pasal 14-36 sebagai pelaksanaannya.

Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 memuat ketentutan imperatif bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan
dengan pasal itu, bahwa walaupun perceraian adalah unsur pribadi, baik itu
atas kehendak satu di anatara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur
tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari
tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihk suami (karena pada umumnya
pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian

hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.3

3 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, (Palembang: PT
Rambang Palembang, 2006), 110-111.
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Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.l Tahun 1974 pengadilan

akan memutuskan perceraian pada pihak suami istri yang berselisih jika

terdapat alasan-alsan yang dibenarkan oleh hukum seperti disebutkan dalam

pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, alasan-

alasan tersebut, yaitu:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin ihak lain dan tanpa alasan yang sh atau karena
hal lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayan berat yang
membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Suami melanggar taklik talak;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
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Meskipun seseorang telah memenuhi salah satu dari alasan tersebut,
apabila ingin perceraiannya ingin mendapatkan perlindungan hukum dari
Negara. Harus menempuh jalur persidangan yang biasa dilakukan dalam hal
perkara perceraian.

Penyelesaian perselisihan dan persengkertaan yang dilakukan melalui
badan/lembaga dari dalam dalam kekuasaan Negara dilaksanakan oleh badan
peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan melaksanakan
keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sanksi tertentu.’’
Dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara putusnya perkawinan bagi oeang

Islam adalah Pengadilan Agama.

. Prosedur Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cerai Talak

dan Cerai Gugat

Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon
Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama
didasarkan = pada  Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/031/SK/IV-2006 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013.33
Mekanisme Penerimaan Perkara

Adapun mekanisme penerimaan perkara dan penyelesaian perkara pada
Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengajuan Perkara

37 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 1998), 115.
3% Tim Penyempurnaan Buku IlI, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013).
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a. Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat/pemohon atau
kuasanya:

40 harus sudah

1) Mengajukan surat gugatan’® atau permohonan
dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali
bagi yang uta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke
Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama (Pasal 118
HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006). Pada prinsipnya semua
gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika
penggugat/pemohon  tidak dapat memabaca dan menulis.
Gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua
Pengadilan Agama*' Surat gugatan atau permohonan tersebut dibuat
rangkap enam (6) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu
untuk penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon selebihnya
digunakan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu

rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Permohonan/gugatan tersebut memuat:

3 Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada
Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntuan hak yang di dalamnya mengandung
suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian
kebenaran suatu hak.

40 Surat permohonan (perkara voluntair) ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan
hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung
sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan
yang bukan sebenarnya. Pengajuan surat permohonan ini seperti penetapan wali pengampu
bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan
pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, itsbat nikah, penetapan wali adhol dsb.

41 Mukti Arto, Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2005), 40.
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2) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon atau
penggugat

3) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)

4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

b. Permohonan/gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak atau sesudah ikrar talak diucapkam (pasal 66 ayat (5) UU no. 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) dan untuk
gugatan diajukan dengan gugat perceraian atau sesudah putusnya
perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No.
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

a. Pemohon/Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan
(Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) dan Surat Gugatan
(Pasall18 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

b. Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang

mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan*?, perubahan gugatan,*

42 Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk: pertama, perbarengan model ini dapat
terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatau
akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan
sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi nikah, dan izin nikah
digabung menjadi satu. kedua,penggabungan subjektif model ini dapat terjadi apabila
penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang lebih penggugat atau sebaliknya. Ketiga,
penggabungan komulasi objektif ialah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan
dalam satu perkara sekaligus. (ada tiga dalam komulasi objektif yang tidak diperkenankan 1.
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dan pencabutan gugatan.** Surat permohonan/gugatan dapat diubah
sepanjang  tidak  mengubah  posita dan  petitum. Jika
Termohon/Tergugat telah menjawab surat permohonan/gugatan
ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas
persetujuan Termohon/Tergugat.

2. Permohonan/Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama:

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal
66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.
3 Tahun 2006) dan Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006);

b. Apabila Termohon/Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang
telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon/Tergugat, maka
permohonan/gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat

(2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun

Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan
gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa misalnya mengenai pelaksanaan
perjanjian, 2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantara hakimnya tidak
berwenang secara relatif untuk memeriksanya, 3. Penggabungan mengenai bezit dengan
tuntutan mengenai eigendom ). Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di
Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 27.

43 Perubahan gugatan ada 4: 1) diubah sama sekali dalam artian baik posita maupun petitum; (2)
diperbaiki, maksudanya suatu perbaikan terhadap gugatan berari hal-hal tertent dari gugatan
itu bisa diperbaiki misalnya kekurangan kata, kalimat, atau kesalahan ketik; 3) dikurangi,
maksudnya suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita atau
petitum gugatan yang dikurangi; dan 4) ditambah, yaitu suatu gugatan ditambah berarti
bagian posita dan petitum ditambah. Ibid., 29.

4 Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, sebelum
tergugat memberikan jawaban, dan sesudah tergugat memberikan jawaban. Ibid., 30.
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2006) atau (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

c. Apabila termohon/Penggugat meninggalkan di luar negeri, maka
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU
No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006)
atau Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

d. Apabila Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat
bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan (Pasal 66 ayat
(4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2006) atau (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) diajukan kepada Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya
perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan
gugatan;

e. Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke
Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat
gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk:*

1) Menerima surat gugatan/permohonan dan salinanya
2) Menaksir panjar biaya perkara

3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

45 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2005), 59.
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Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus
telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,*® yang
meliputi:

1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai

2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah

3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbutan hakim yang lain

4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah
pengadian yang berkenaan dengan perkara itu.

Adapun ketentuan membayar biaya perkara tertuang pada
Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UUNo. 7
Tahun 1989 yang telahh diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.
Akan tetapi bagi yang tidak mampu membayar perkara akan
dilaksanakan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang
tertuang pada Pasal 237 HIR, 273 R.Bg jo. Pasal 60B ayat (2)
UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7
Tahun 1989 dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu
dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan seperti yang
tertera pada ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

46 Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA
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3. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara
Tahap selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada
kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggugat/pemohon
membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM
tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:*’
a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada
SKUM tersebut
c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon
penggugat/pemohon
d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.
4. Tahap Pendaftaran Perkara
Calon Penggugat/Pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan
menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk
Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian Petugas Meja II
melakukan hal-hal sebagai berikut:*®
a. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan
nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka

petugas meja Il membubuhkan paraf

47 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyyah di Indonesia, (Jakarta: IKAHI, 2008), 149.
8 Ibid.
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b. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah
terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.

c. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register
induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan
sesuai dengan jenis perkaranya.

d. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas
perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan
kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

5. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari
Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetapan
Majelis Hakim” (PMH).*’ Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara
yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara
tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili,
maka perkara itu didahulukan.’® PMH dibuat dalam bentuk “penetapan”
dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam register
induk perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

49 Pasal 121 H.L.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun
2006 Tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara
dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dipengadilan
kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

30 Ibid., Pasal 94
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a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
b. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
¢. Menyidangkan perkara
6. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)
Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.’! Penunjukan panitera sidang

dilakukan oleh panitera.’> Untuk menjadi panitera sidang,>

dapat
ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti
atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu
hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan
semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.>
Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh panitera pengadilan. Apabila dikemudian hari,
anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat
diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat
dalam BAP (Berita Acara Persidangan).

Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada

hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena alasan

menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda
dan panitera penganti.

53 Istilah panitera sidang digunakan sebagai fungsi jabatan kepaniteraan.

4 Pasal 997 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.
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lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru.>> Apabila
panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk
mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh
panitera pengadilan secara tertulis.
Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas:
a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti
dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
b. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
1) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
2) Membuat penetapan sita jaminan
3) Membuat BAP (Berita Acara Persidangan)®® yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
c. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register
perkara tentang adanya:
1) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
2) Amar putusan sela (kalau ada).

3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan

55 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar,2005), 62.

56 BAP adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisi tentang proses
pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun
putusan. BAP ditandatangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim.
Lihat Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 93.



40

4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya
dalam proses perkara yang ditanganinya.
d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah
selesai diminutasi.®’
7. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama
sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian
menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan
disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang
menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam
persidangan.®® Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan”
yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus
dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian
juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan
penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register tersebut.
Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam buku register,

begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan

57 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyyah di Indonesia, (Jakarta: IKAHI, 2008), 152.
58 Pasal 121 H.LR.



BAB III
DISKRIPSI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk dibentuk pada setelah kemerdekaan yaitu
pada tahun 1946. Gedung Pengadilan Agama Nganjuk terletak di wilayah
Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, yakni di JI. Gatot Subroto,
Nganjuk-(Timur Terminal Nganjuk), No. Telp/Fax: (0358) 323744 — email:
panganjukgmail.com, website: www.pa-nganjuk.go.id., yang berada di atas
tanah pemberian Bupati Nganjuk seluas 3.540 m?, berdasarkan surat
188/391/K/411.013/2013 tanggal 19 Desember 2013 Kabupaten Nganjuk
berupa 1 tentang penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk
berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan
Negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang
kekuasaan kehakiman.

Berbicara tentang perkara di Pengadilan Agama Nganjuk, ada beberapa
hal yang perlu di perhatikan diantaranya mengenai kewenangan mengadili di

Pengadilan Agama Nganjuk.

55
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1. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan
satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang
sama jenis dan sama tingkatan lainnya.® Kewenangan ini berkaitan
dengan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu Pengdilan,
berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009
sehingga Pasal 4 ayat (1) berisi: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu
Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten atau Kota.®!

Berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Nganjuk hanya
berwenang menyelesaikan perkara yang berada di Kabupaten Nganjuk
yang meliputi: Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan
Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Berbek,
Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan
Tanjung Anom, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngetos, Kecamatan
Sawahan, Kecamatan Baron, Kecamatan Ratianrowo, Kecamatan
Lengkong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan

Jatikalen, Kecamatan Ngluyu.

80 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1988), 77.

81 Pasal 4Ayat (1), Undang — undang No.7 Tahun 1989 diubah dengan Undang — undang No.3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
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2. Kewenangan Absolut

Kewengan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan materi
hukum.?? Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan Pengadilan
Agama berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara tingkat
pertama antara orang - orang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan
sedekah. Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum
dimasyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin meluas, maka
adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya
amandemen UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No. 49 Tahun 1989
tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama
menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari‘ah.®3

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung RI
melakukan berbagai program dengan capaian salah satunya adalah Reformasi
Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan juga mendapat
dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek (RPJP) serta peraturan perundang - undangan yang baru, oleh karena

82 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari‘ah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 53.

8 Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lihat Juga Penjelas Pasal 49 No.3
Tahun 2006.
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itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan pengadilan 2010 - 2035
yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang
dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah dalam menjalani

cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk

1. Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Nganjuk
Berdasarkan letak geografis kabupaten Nganjuk yang mayoritas
daerahnya tidak terjangkau dan terpencil, Pengadilan Agama Nganjuk
mempunyai inisiatif untuk melaksanakan persidangan secara berpindah-
pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah hukum yang
menjadi kewenangannya. Persidangan dalam bentuk ini dikenal dengan
istilah persidangan keliling. Persidangan keliling dilaksanakan selain
sebagai program kerja dari Pengadilan Agama, juga merespon suara
masyarakat dengan wujud memberikan kemudahan terhadap masyarakat
pencari keadilan di daerah yang sangat jauh. Sebagaimana hasil
wawancara dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, Drs. H.
Syaiful Heja, MH. yang menyatakan bahwa “Latar belakang Pengadilan
Agama Nganjuk melaksanakan persidangan keliling selain karena ada
dana dari pusat dan merupakan program kerja Pengadilam Agama, juga

meringankan para pihak agar supaya mengurangi dana transportasi, dan
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bagi hakim itu sendiri untuk sekali-kali melaksanakan sidang di luar
pengadilan.”84
Untuk pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk
Tahun 2017, diterbitkan Surat Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
W13-A22/1322/HK.05/1V/2017 dan Nomor: W13-
A22/1323/HK.05/1V/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Susunan
Persidangan dan Urutan Senioritas Hakim dan Panitera/Panitera
Pengganti serta Mediator pada Pengadilan Agama Nganjuk.®’
Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk tersebut
telah ditunjuk Majelis hakim sebagai berikut:
1. Mohammad Thoha, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim
2. Drs. Moh. Muchsin, M. Sy. sebagai Hakim Anggota
3. Drs. H. Musthofa Zahron sebagai Hakim Anggota
Sedangkan Panitera Pengganti, adalah:
1. A. Romadhon, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti
2. Muhammad Nafi’, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti
Sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama
Nganjuk, telah dipilih Kantor Balai Desa Warujayeng Kecamatan
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan Kantor Balai Desa Kuncir
Kecamatan  Ngetos Kabupaten Nganjuk, dengan didasarkan

pertimbangan:

84 Syaiful Heja, Wawancara, Nganjuk, 7, Januari, 2018.
85 Sebagaimana SK terlampir.
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1. Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk,
termasuk daerah yang sulit dijangkau di bidang transportasinya;

2. Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, adalah
daerah yang relatif banyak perkaranya bila dibanding dengan
daerah lainnya;

3. Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,
dapat dijangkau oleh tiga daerah lain di wilayah hukum
Pengadilan Agama Nganjuk yang relatif sulit di bidang
transportasinya yaitu Kecamatan Baron, Kecamatan Ngronggot
dan Kecamatan Prambon.

4. Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk , dapat
dijangkau oleh dua daerah lain di wilayah hukum Pengadilan
Agama Nganjuk yang relatif sulit di bidang transportasinya yaitu
Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Brebek.

Pertimbangan tersebut senada apa yang dikatakan oleh Bapak Drs.
H. Musthofa Zahron “Tujuan utama untuk membantu masyarakat agar
gak terlalu jauh untuk menempuh perjalanan dari rumahnya. Tapi, sejauh-
jauhnya atau sesulit-sulitnya lokasi di pulau Jawa, itu gak ada apa-apanya

di luar Jawa.”’8¢

86 Musthofa Zahron, Wawancara, Nganjuk 4, Januari, 2018.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP
PROSEDUR PERSIDANGAN PERKARA PERCERATAN PADA SIDANG
KELLING DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk
Pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Nganjuk sesuai
dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: W13-
A22/1322/HK.05/IV/2017 Tentang Penentuan Tempat Sidang Keliling Pada
Pengadilan Agama Nganjuk di Balai Desa Warujayeng Kecamatan
Tanjunganom Kabupeten Nganjuk dan Nomor: W13-
A22/1323/HK.05/IV/2017 Tentang Penentuan Tempat Sidang Keliling Pada
Pengadilan Agama Nganjuk di Balai Desa Kuncir Kecamatan Ngetos
Kabupeten Nganjuk. Kedua wilayah tersebut dijadikan tempat sidang keliling
Tahun Anggaran 2017, yang mana untuk biaya pelaksanaan Sidang Keliling
tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Nganjuk yang ditetapkan
pada tanggal 7 Desember 2016 oleh Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.
Sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk dilaksanakan seminggu
sekali yakni tiap hari Jumat di Kantor Balai Desa Warujayeng Kecamatan
Tanjunganom Kabupeten Nganjuk dan Balai Desa Kuncir Kecamatan Ngetos
Kabupeten Nganjuk, yang jaraknya kurang lebih 30 KM dari Kantor
Pengadilan Agama Nganjuk. Dilaksanakan di tempat tersebut karena dapat
menjankau beberapa kecamatan yang disekitarnya dan wilayahnya ditengah-

tengah. Kecamatan tersebut dipandang memiliki jarak tempuh yang cukup
75
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jauh dari Pengadilan Agama Nganjuk sehingga untuk mensukseskan program
BADILAG yaitu Justice for all maka digelar sidang keliling di dua kecamatan
tersebut.

Dari hasil wawancara maka yang peneliti lakukan bahwa latar belakang
diselenggarakan sidang keliling di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom
dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos karena letak geografis kabupaten
Nganjuk yang mayoritas daerahnya tidak terjangkau dari akses trasnportasi
umum dan banyaknya perkara yang masuk pada tahun sebelumnya, Pengadilan
Agama Nganjuk mempunyai inisiatif untuk melaksanakan persidangan secara
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah hukum
yang menjadi kewenangannya. Persidangan dalam bentuk ini dikenal dengan
istilah persidangan keliling. Persidangan keliling dilaksanakan selain sebagai
program kerja dari Pengadilan Agama, juga merespon suara masyarakat
dengan wujud memberikan kemudahan terhadap masyarakat pencari keadilan
di daerah yang sangat jauh.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat hakim bahwa adanya sidang keliling
perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk memberikan
keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang
keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan admistratif terkait
pencatatan perceraian yang belum di penuhi sehingga dengan adanya
keputusan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat

kepastian hukum.
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Penulis setuju dengan pendapat hakim diatas dikarenakan pentingnya
mendapatkan ke-inkrah-an suatu perkara perceraian dalam rangka memenuhi
segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang
masih tidak mendaftarkan perkara perceraiannya dikarenakan akses yang jauh
untuk menuju Kantor Pengadilan Agama dan awam mengenai hukum.

Surat Edaran Mahakamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang
pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, pasal
11 menyebutkan:

(1) Sidang Keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor
Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari
keadilan baik dari segi biaya, tranportasi maupun proses apabila
sidang dilaksnakan di Kantor Pengadilan Agama.

(2) Sidang Keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, seperti
Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau
gedung lainnya.

(3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang
persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal ini secara khusus membahas masalah pemilihan lokasi dan ruang
pelaksanaan sidang keliling dan sama sekali tidak menjelaskan masalah
hukum acara yang digunakan dalam pelaksanaan sidang keliling. Akan tetapi,

pada pasal 12 menyebutkan:
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(1) Sidang keliling dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh
satu majlis hakim.

Pasal 12, terutama ayat (1) di atas menegaskan bahwa untuk dapat
melaksanakan sidang keliling, setidaknya harus terapat satu majelis hakim.
Majelis hakim yang dimaksud terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang
hakim anggota. Hal ini sangat sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17 ayat (1), yang berbunyi:

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim,kecuali undang-undang
menentukan lain.”

Kesamaan ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan hukum acara
yang digunakan dalam persidangan di pengadilan agama pada umumnya
dengan hukum acara yang dilaksanakan secara keliling. Hal ini semakin
diperkuat dengan pasal 12 ayat (2), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10
Tahun 2010 tentang pedoman pemberian hukm di lingkungan Pengadian
Agama yang berbunyi:

(2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan pejabat
staft Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Keikutsertaan hakim mediator dan staff pengadilan lain yang
dibutuhkan dalam sidang keliling semakin memperkuat alasan untuk
mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum yang digunakan dalam
prosedur persidangan umumnya di pengadilan dengan hukum acara sidang

keliling.
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Pembahasan tentang pasal 11 dan pasal 12, surat Edaran Mahkamah
Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di
lingkungan pengadilan agama ini menjadi rasionalitas untuk menegakkan
hukum yang disampaikan oleh Mohammad Thoha sebagai Hakim Pengadilan
Agama Nganjuk yang pernah melaksanakan sidang keliling berkaitan dengan
hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling adalah benar adanya dan
telah sesuai aturan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Di dalam SK KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Peradilan dan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum hanya
menjelaskan secara rinci terkait adanya sidang keliling. Menurut ketentuan
pasal 54 UU No No 7 tahun 1989 bahwasannya hukum acara yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara
perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.!?!

Di dalam pelakasanaan sidang keliling perkara perceraian dan sidang
pada umumnya sebenarnya tidak mempunyai perbedaan, perbedaan hanya
terletak pada segi lokasi dimana dalam sidang keliling tersebut lokasi sidang
di laksanakan di tempat yang jauh dari pengadilan agama kabupaten malang
untuk memudahkan masyarakat dalam hal biaya dan trasportasi.

Program sidang keliling tersebut diselenggarakan hampir di seluruh

pengadilan agama di Indonesia. Di samping itu ruang sidang keliling

121

Achmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan, (Bandung:
IKAPI, tt), 222.



80

diharapkan memenuhi dekorum ruang sidang pengadilan agama pada
umumnya demi manjaga martabat pengadilan agama.

Mengenai tata ruang sidang yang dilaksanakan di kantor balai desa
Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan balai desa
Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan dekorum
ruang persidangan pada persidangan reguler di gedung Pengadilan Agama
Nganjuk. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) lampiran B SEMA No. 10 Tahun
2010, “ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang
persidangan demi menjaga martabat penadilan’. Ruangan dapat di buka dan di
tutup. Dalam ruang sidang pada sidang keliling di Tanjunganom dan Ngetos
juga terdapat bendera merah putih dan lambang Pengadilan Agama yang
diletakaan di sebalelah kanan meja sidang. Dan tertenpel pada dinding
belakang meja sidang lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila.

Meja sidan menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
1986 tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departeman
Agama, berukuran 150 cm, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan
Agama 1985, disebutkan 100 c¢m lebar, 175 cm panjang. '?? Sehingga
walaupun pelaksanaaan sidang tidak dilakukan di pengadilan agama tetapi
dekorum pengadilan agama harus tercipta untuk menjaga martabat pengadilan

agama.

122 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 86.
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Majelis Hakim menggunakan pakaian dan atribut yang telah sesuai.
Meja dan tempat duduk Majelis Hakim terletak di depan berhadapan dengan
para pihak . ketua Majelis Hakim berada ditengah-tengah, sebelah kiri dan
kanannya anggota majelis hakim, paling kiri adalah panitera sidang.

Hakim Mediator berada di ruangan tersendiri yakni di mushola dekat
ruang sidang keliling. Hal ini sesuai dengan ketentua Surat Edaran
Mahakamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Bantuan Hukum, Lampiran B Pasal 12 sebagai berikut: ayat (1) sidang
keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim, ayat
(2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staft
Pengadilan Agama lainnnya sesuai kebutuhan.

. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan
Perkara Perceraian pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk

1. Hukum Acara Pra-Persidangan Perkara Perceraian Pada Pelaksanaan
Sidang Keliling

1) Pendaftaran perkara:

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sama dengan
pendaftaran perkara pada sidang biasa, yakni di gedung Pengadilan
Agama Nganjuk pada Lantai 1 yang beralamat di JI. Gatot Subroto,
Nganjuk — (Timur Terminal Nganjuk). Mengenai prosedurnya sesuai

dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
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Administrasi Peradilan Agama, yaitu menggunakan sistem meja
seperti yang telah penulis terangkan pada bab III.

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan agama
diawali dengan mengajukan Surat gugatan/permohonan, yang mana
surat ini pada umumnya diajukan secara tertulis, ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, dengan menguraikan identitas
dan tempat kediaman/tempat tinggal pihak berperkara. Menurut M.
Yahya Harahap, yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat
kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam.
Kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk
menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atau Surat Pajak.'?3

Mengenai identitas dan tempat tinggal, berkenaan dengan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Nganjuk, yang mana telah
penulis jabarkan pada bab IIl mengenai daerah kekuasaan relatif dari
Pengadilan Agama Nganjuk yang terdiri dari 20 Kecamatan.

Dalam surat gugatan/permohonan tersebut juga diuraikan
tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara atau yang
disebut sebagai posita serta tuntutan yang dimohongkan atau
petitum.

Gugatan/permohonan  diajukan  secara  tertulis  yang

ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dan ditujukan

123 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan
Agama, (Yogyakarta: UII Press), 60.
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kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan bagi pihak
penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat
mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan di hadapan ketua
Pengadilan Agama.'?*Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau
hakim yang ditunjuk mencatat gugatan tersebut, hal ini telah sesuai
juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) HIR “Bilamana penggugat
buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan
kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau
menyuruh mencatatnya’.

Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, surat
gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Pengadilan
Agama Nganjuk dengan mendelegasikan kepada hakim yang
ditunjuk. Ini sesuai dengan asas aktif memberi bantuan yakni sesuai
pasal 119 HIR/143 R.Bg. ‘“Ketua Pengadilan berwenang untuk
memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam
hal mengajukat gugatannya itu’.

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohonan dalam
perkara perceraian serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian
tersebut, adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

124 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

40.
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:
Pasal 67

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas

memuat :

a.nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan

termohon, yaitu istri.

b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.

Namun saat penelitian penulis memeriksa beberapa berkas
Berita Acara Persidangan (BAP) terdapat beberapa surat
gugatan/permohonan yang tidak ada dasar hukumnya, meskipun telah
mencantumkan kronologis atau fakta kejadian namun lebih baik jika
memuat dasar hukum. Misalnya, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni, antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena jika isi dari surat
gugatannya tidak jelas (abscuur libel) atau tidak sempurna akan
berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut atau NO (Niet
Ontvankelijk Verklaart).

Dalam buku karangan Abdul Manan yang berjudul Penerapan
Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menyatakan

bahwa gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan
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ditolak oleh hakim sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang
menjadi dasar putusan yang diambilnya.'>> Namun pada prakteknya
gugatan tersebut tetap diterima dan diperiksa pada sidang keliling.

Unsur lain yang ada dalam surat gugatan/permohonan adalah
petitum (tuntutan), yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yakni
tuntutan primer, tuntutan fambahan dan tuntutan subsider. Saat
meneliti berkas BAP sidang keliling, penulis menemukan beberapa
gugatan yang tidak menuliskan tuntutan primer dan subsider. Dalam
hal ini  penulis berpendapat, sebaiknya dalam  surat
gugatan/permohonan itu harus menuliskan tuntutan primer dan
subsider, agar terhindar dari yang namanya kekeliruan atau
ketidakjelasan antara mana yang menjadi tuntutan primer dan mana
yang menjadi tuntutan subsider.

Harapannya jika tuntutan primer ditolak, masih ada
kemungkinan dikabulkannya tuntutan subsider, yakni gugatan yang
didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan, mohon putusan yang
seadil-adilnya (aequo et bono).'*®

2) PMH (Penetapan Majelis Hakim)
Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak

perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis

125 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000), 11.

126 Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata TATA CARA DAN POSES PERSIDANGAN,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 29.
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Hakim yang akan menyidangkan perkara dan apabila Ketua
Pengadilan Agama berhalangan untuk melakukan hal itu, dapat
melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian kepada
Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Senior.!?’

Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada prakteknya dibuat
setelah surat gugatan/permohonan terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Mungkid melalui aplikasi SIADPA (Sistem
Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) sebelum waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai
ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “ayar (1) Pengadilan
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang
menentukan lain, ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim
anggota.” dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 “Ketua Pengadilan
membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada

Majelis Hakim untuk diselesaikan’”.

127 Mahkamah Agung R1, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku
11), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, 25.
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3) Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara
ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.'?® Dalam prakteknya
Penitera menunjuk panitera sidang dalam bentuk “Surat Penunjukan”
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

Penunjukan Panitera Sidang (PPS) ini telah sesuai ketentuan
Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang
panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera”
dan Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 96
Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara
dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera

Pengganti

128 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyyah di Indonesia, (Jakarta: IKAHI, 2008), 150.
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Pasal 97
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti
bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya
sidang Pengadilan.
4) Penetapan Hari Sidang (PHS)

Setelah menerima berkas perkara Ketua Majelis Hakim setelah
mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja harus sudah menetapkan hari sidang.!?’

Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim
memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang
berperkara dengan tempat sidang keliling. Hari sidang pertama tidak
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara
tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penetapan Hari Sidang (PHS) ditandatangani oleh Ketua
Majelis Hakim, dan dalam penetapan tersebut Ketua Majelis Hakim
memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para
pihak untuk datang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan
dalam sebuah “Penetapan” Hari Sidang.

Penetapan Hari Sidang ini dibuat oleh Ketua Majelis Hakim
untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR “sesudah surat

gugatan yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu

dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka

129 Mahkamah Agung R1, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku
11), (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 26.
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ketua menentukan hari dan jamnya perkara ini akan diperiksa dimuka
pengadilan negeri” .
Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita penganti atas perintah dari
Ketua Majelis Hakim. Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasa
hukumnya disampaikan secara resmi dan patut.'3* Diterima oleh
penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum sidang dibuka, sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) PP
No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya jurusita pengganti tersebut
melaksanakan pemanggilan kepada kedua belah pihak berperkara
dengan membuat berita acara panggilan (relaas).

Jurusita pengganti memanggil para pihak di tempat kediaman
pihak  sesuai alamat yang  dicantumkan dalam  surat
gugatan/permohonan dan apabila bertemu dengan
penggugat/pemohon, dimintakan tandatangannya. Apabila tidak
bertemu dengan pihak penggugat/pemohon relaas diserahkan kepada
kepala desa setempat untuk disampaikan kepada pihak penggugat/
pemohon, dengan meminta perangkat desa yang bersangkutan

membubuhkan tandatangannya pada relaas.

130 Tbid., 27.
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Pemanggilan terhadap tergugat/termohon, dilakukan dengan
cara yang sama, akan tetapi perbedaannnya, jurusita
menyerahkan/melampirkan surat gugatan/permohonan. Sesuai dengan
pasal 26 ayat (5) PP no. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawainan ‘panggilan kepada
tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan’. Serta menerangkan
bahwa terhadap surat gugatan/permohonan tersebut pihak
tergugat/termohon dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang
diajukan pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana tertera pada
relaas, yakni di kantor balai desa Warujayeng Kecamatan
Tanjunganom dan balai desa Kuncir Kecamatan Ngetos untuk
disidangkan dalam sidang keliling.

2. Tata Cara Persidangan Perkara Perceraian pada Pelaksanaan Sidang
Keliling
1) Upaya perdamaian
Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya
perdamain ini dilakukan oleh majelis hakim apabila kedua belah
pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses
mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara
menghadap mediator yang ditunjuk.
Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua

majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan
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penggugat/pemohon asal (inperson), bila inperson tidak dapat hadir,
kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi. Namun
apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya
perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati
pihak penggugat/pemohon dalam persidangan.

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan seperti
yang telah dijelaskan pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.
50 tahun 2009, sebagaimana pula dijelaskan pada Pasal 31 PP No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan:

Pasal 31
1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha
mendamaikan kedua belah pihak.
2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya
imperatif, karena apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg.
yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam

pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang
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bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan
menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.
2) Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah
pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir.
Apabila pihak lawan (tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak
hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir
sekali lagi. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 126-127
HIR/150-151R.Bg. untuk panggilan yang kedua kalinya.

Dan ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan
setelah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak
berhasil, maka  dilanjutkan dengan  membacakan  surat
gugatan/permohonan yang diajukan penggugat/pemohon. Pembacaan
surat gugatan/permohonan perceraian yang dilaksanakan tersebut
dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Pembacaan surat gugatan dilakukan oleh Penggugat atau
olehkuasa hukumnya, kecuali jika Penggugat buta huruf atau

menyerahkannya ke panitera sidang.'3!

131 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 96.
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Jawab-menjawab

Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan setelah
pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak penggugat/pemohon
telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya.

Mengenai jawaban tidak ada peraturan yang mewajibkan
tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, dalam Pasal 121 ayat
(2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) R.Bg. hanya menentukan bahwa tergugat
dapat menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat
dapat berupa pengakuan ataupun bantahan (verweer).

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila
dalam jawabannya terdapat gugatan balik (rekonpensi), pihak
tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya.
Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat
gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-
alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Demikian pula
dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk
mengajukan kontrabukti guna menguatkan dalil maupun alasan
bantahannya.
Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan domisili dari

kepala desa setempat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
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keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan
perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk.

Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan
alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk
memberikan keterangan dalam persidangan yang terlebih dahulu
melafaldkan sumpah/janji.

Untuk pemeriksaan bukti saksi pada perkara perceraian,
berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam
Pasal 145 HIR/172 R.Bg pihak keluarga merupakan saksi yang tidak
dapat didengar atau diterima keterangan kesaksiannya. Namun
terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi
dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon
maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkan sebagai saksi
maupun diangkat sabagai hakam. Sesuai dengan Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 sebagai
berikut :

Pasal 76
1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-
orang yang dekat dengan suami istri.
2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang
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atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang
lain untuk menjadi hakam.

Pengangkatan Hakam menurut hukum acara merupakan
“tindakan insidentil” dari hakim, sebelum hakim menjatuhkan
putusan akhir. Yakni dengan cara putusan sela. Dalam putusan sela
tersebut diangkat hakam serta menjelaskan yang menjadi tugas
hakam. Serta menentukan jangka waktu batas tugas hakam. Selama
masa jangka waktu hakam masih berjalan maka pemeriksaan perkara
ditunda.'3?

Namun saat wawancara dengan dengan salah satu hakim
Pengadilan Agama Mungkid beliau mengatakan, untuk istilah Hakam
antara hakim-hakim yang terdahulu dengan hakim yang sekarang,
maksudnya yang telah dibina oleh Mahkamah Agung sekitar tahun
90-an itu sudah lain. Kalau dulu hakim itu menyebut hakam, tetapi
sekarang karena Undang-Undang Peradilan Agama isu itu sudah,
meskipun telah menyebutkan tentang hakam tetapi tidak memberikan
kewenangan yang jelas tentang hakam, dalam Undangundang
peradilan Agama hanya menyebutkan “dapat” mengangkat hakam,
jadi sifatnya tidak wajib, sehingga hakim-hakim sekarang cenderung
tidak mengangkat hakim meskipun mendatangkan saksi dari

keluarga, karena hanya sebagai saksi maka tidak ada bentuk

132 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7
Tahun 1989), Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, 275.
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penetapan. Bukan faktor sidang keliling namun tergantung majelis
hakimnya. Kalau hakim-hakim tempo dulu model seperti itu, kalau
yang sekarang banyak yang meninggalkan model seperti itu.'3?

Menurut penulis pengangkatan hakam harus tetap dilakukan
mengingat hal itu sudah diterangkan dalam Al-Qur’an Surat An-
Nisa’: 35. Sedangkan Al-Qur’an merupakan sumber hukum, maka
pengangkatan Hakam untuk perkara gugatan perceraian yang
didasarkan atas alasan syiqaq harus dilaksanakan.

5) Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian selesai pemeriksaan dilanjutkan
dengan memberikan kesempatan pada kedua belah pihak berperkara
untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. Kesimpulan
tersebut dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis yang
menggambarkan tentang kejadian-kejadian dari keseluruhan
pemeriksaan dalam persidangan sampai pada kesimpulan pihak
berperkara untuk tetap teguh dalam dalil, alasan dan tuntutannya
dengan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan, karena konklusi

(kesimpulan) ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya

133 Muhammad Thoha, Wawancara, Nganjuk 02, Oktober, 2017.
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konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga
hakim dapat meniadakannya.'3*
6) Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan
pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang
dinyatakan diskors dan majelis hakim mengadakan musyawarah
dalam sidang khusus tertutup untuk umum. Sesuai dengan Pasal 161
HIR/188 R.Bg.

Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia,
masudnya apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut hanya
diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara
tersebut sampai putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya panitera yang ikut sidang tidak dibenarkan untuk
mengikuti rapat musyawarah majelis hakim yang sifatnya rahasia itu.
Namun, mengingat bahwa fungsi panitera/panitera pengganti adalah
membantu majelis hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, maka kehadiran panitera/penitera
pengganti dalam ratap musyawarah majelis hakim tersebut itu dapat
dibenarkan jika ketua mejelis hakim memandang kehadiran panitera

sidang itu diperlukan.'3’

134 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 132.
135 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000), 162.
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7) Pembacaan penetapan/putusan
Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim
membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil kembali
untuk masuk ke ruang sidang, kemudian ketua majelis hakim
membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca penetapan atau
putusan.

Pembacaan putusan/penetapan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum ini, adalah telah sesuai ketentuan pasal 13
Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan
Kehakiman :

Pasal 13
1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut
terdapat pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintahkan
kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Nganjuk untuk
menyampaikan isi penetapan/putusan tersebut kepada pihak yang
tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa
terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya

hukum. Namun saat penulis meneliti beberapa berkas BAP di
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Pengadilan Agama Nganju ada beberapa berkas pada sidang keliling
yang tidak ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim (dalam BAP
maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberitahukan isi putusan
kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan.
Seharusnya ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim (dalam
BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberiritahukan isi
putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman
putusan, sesuai Pasal 179 HIR/190 R.Bg ayat (2) “jika kedua belah
pihak atau salah satu daripadanya, tidak hadir ketika putusan itu
diumumkan, maka atas perintah Ketua isi putusan itu diberitahukan

kepadanya oleh seorang pegawai yang ditugaskan melakukan itu’.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk di
dasari karena jumlah perkara pada tahun sebelumnya sangat banyak, akan
tetapi dari segi akses transportasinya ke Pengadilan Agama Nganjuk
sangat susah dijangkau. Waktu pelaksanaan sidang keliling hanya 1 bulan
sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
dimulai dari pembacaan surat gugatan atau permohonan hingga pada
musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Hanya saja dalam
prosedur pemeriksaannya berawal dari pemilahan perkara yang wajar pada
kantor Pengadilan Agama Nganjuk, dalam artian yang prosedurnya bisa
diselesaikan pada saat sidang keliling berlangsung tanpa harus ada lintas
PA. Mengingat anggaran yang diberikan oleh DIPA sangat terbatas.

2. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama
Nganjuk di Balai Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom dan balai
desa Kuncir Kecamatan Ngetos, sudah sesuai dengan hukum acara yang
berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (/itigasi
reguler). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar

gedung Pengadilan Agama Nganjuk, yakni di Kantor Balai Desa
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Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom dan Balai Desa Kuncir Kecamatan

Ngetos.

B. Saran-Saran
Pengadilan Agama hendaknya selalu memberikan kemudahan bagi
warganya yang ingin berperkara tapi menemukan suatu kendala. Akan tetapi,
dengan keterbukaan lembaga peradilan muncul pula apa yang disebut justice
for all, sehingga negara berkewajiban memberikan keadilan bagi semua orang
bagi orang yang tidak mampu beracara ke pengadilan karena kelemahannya
dari sudut ekonomi, maupun orang yang tidak mampu karena lemah atau
miskin pengetahuan dan pengalaman hukum, semua menjadi perhatian negara.
Dan diharapkan agar pihak Pengadilan Agama Nganjuk beserta Kepala
Lurah agar mengadakan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat
terlebih dahulu bahwa akan diadakan sidang keliling pada wilayah tersebut.
Mengingat, terkadang perkara dalam satu hari tidak banyak di periksa pada
sidang keliling karena kurang taunya masyarakat bahwa akan diadakan sidang

keliling pada wilayah tersebut.
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